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UPATI MURUNG RAYA 
SI KALIMANTAN TENGAH 

PERA BUPATI MURUNG RAYA 
MOR 21 TAHUN 2016 

TENTANG 

,..........~. PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
ANGGARAN 2017 

DENGAN MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

:ATI MURUNG RAYA, 

bahwa mem nuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tah 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung 
Raya ten g Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah T Anggaran 2017 sebagai landasan operasional 
pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2 17. 

1. Undang-Un ang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten arito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 
Negara Rep blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Un ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara y Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851; 

3 . Undang-Un 
Negara (Le 
Nomor 47, 
Nomor 428 

ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4. Undang-Un ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Perbendah~ ..... ~~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

mor 4355); 

5 . Undang-Un ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rep blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4400); 



6. Undang-Und ng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T un 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Ind nesia Nomor 4421); 

7. g Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Und g Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribu i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 omor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No or 5049); 

9. Undang-Und g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan P rundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Ind nesia Nomor 5432); 

10. Undang-Und g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Un ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan k dua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pe erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Ind nesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pe 
dan Penga 
(Lembaran 
Tambahan 

erintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan 
san atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
gara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan emerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan otokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebag mana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pe erintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas P raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan otokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Pe · an Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indosesia un 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In nesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan euangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Ind nesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Repu lik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan P merintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575)· 



15. Peraturan 
Pengelolaan 
Indonesia T 
Republiklnd 

emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
nesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pe erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan P erintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan d Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Ind nesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Repu lik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan P merintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi P merintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No or 5165); 

19. Peraturan P merintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah ( baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219) 

20. Peraturan P merintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272) 

21 . Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
Perubahan tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 entang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan M nteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan edua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2 06 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Neg a Republik Idonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan 
Pembentu 
Indonesia T 

nteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah {Serita Negara Republik 

un 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan D erah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 
2007 ten g Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran erah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 
50); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN UPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MURUNG 

GGARAN 2017. 

Pasall 

Anggaran Pen patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

terdiri atas : 

1. Pendapa 

Rp. 40.425.500.000,00 



b. Dana Pe bangan Rp. 1.014. 662. 569. 000, 00 

C. Lain-I . pendapatan yang sah Rp. 129 .391. 738.361,89 

Jurnlah endapatan Rp.1.184.479.807 .361,89 

2. Belanja 

a. Belanja idak Langsung 

1) Belanj pegawai Rp. 375.875.499. 919,42 

2) Belanj bunga Rp. 0,00 

3) Belanj subsidi Rp. 19.830.000.000,00 

4) Belan a hibah Rp. 33.925.252.500,00 

5) Belan a bantuan sosial Rp. 7 .34 7 .200.000,00 

6) Selan a bagi hasil Rp. 0,00 

7) Selan a bantuan keuangan Rp. 160.206.739.271,00 

8) Belan a tidak terduga Rp. 500. 000. 000, 00 

elanja 

Tid gsung Rp. 597.684.691.690,42 

b. gsung 

a pegawai Sejurnlah Rp. 85.605. 722.321,00 

2) Bel a barang dan jasa 

Rp. 249. 700.961.198,67 

3) Bel Rp. 310. 712.422.519,89 

Belanja Langsung Rp. 646.019.106.039,56 

R~.1.243. 703. 797. 729298 

/ Defisit Rp. (59.223.990.368,09) 

3. Pembiaya 

a. Rp. 65.473.990.368,09 

b. Penge uaran Rp. 6.250.000.000,00 

Jumlah pembiayaan Neto RQ. 59.223.990.368,09 

Sisa leb pembiayaan anggaran 
tahun rkenaan Rp. 0,00 

Pasal2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 te c anturn dalam lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpi kan dari Peraturan Bupati ini. 



Penjab 
lebih 
terpi 

Pelaksana 
peraturan 
pelaksana 
dengan ke 

Pasal3 

APBD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terinci 
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
ini dituangkan lebih Ianjut dalam dokumen 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
ntuan perundang-undangan. 

PasalS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar se · ap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengund gan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 
Kabupaten Murung Raya. 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal Desember 2016 

RAH KABUPATEN MURUNG RAYA 
UN 2016 NOMOR 


